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Rapat Koordinasi
Monev dan Satlak

Program Pendanaan Kompetisi
Akselerasi Peningkatan

Indeks Pembangunan Manusia

Bulan April 2008

Kamis, 17 April 2008
Aula Soehoed Warnaen Lt. 3 Bapeda Provinsi Jawa Barat
Jalan Ir. H. Djuanda No. 287 
BANDUNG

AGENDA RAPAT KOORDINASI

• Persiapan Pelaksanaan TA 2008• Persiapan Pelaksanaan TA 2008
• Hasil Audit Bawasda Provinsi Jawa Barat
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LAPORAN PEMENUHAN KEWAJIBAN
Satlak dan Tim Monev PPK IPM Kabupaten/Kota
Tim Monev  (paling lambat tanggal 5 setiap bulan)

• Laporan monev (bulanan/caturwulan/akhir tahun)• Laporan monev (bulanan/caturwulan/akhir tahun)
• Rencana kegiatan
• Rekomendasi

Tidak ada  Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan tepat 
waktu bulan April 2008

Kabupaten/Kota yang menyampaikan Rekapitulasi Pengelolaan 
inventarisasi aset (belanja modal/stimulan uang dan barang) sesuai 
dengan format terakhir adalah :

INVENTARISIR ASET

dengan format terakhir adalah : 

• Kabupaten Bandung
• Kabupaten Kuningan 
• Kabupaten Karawang
• Kota Depok
• Kota Bekasi
• Kabupaten Sumedang
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Kabupaten/Kota yang menyampaikan Rekapitulasi Jumlah sasaran 
PPK – IPM dengan format di bawah ini :

JUMLAH SASARAN

• Kabupaten Sumedang
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Satlak PPK-IPM Kabupaten/Kota  (paling lambat tanggal 10 
setiap bulan)
• Database dinamis program dan kegiatan updating tiap bulan
• Rencana kegiatan
• Laporan pelakasanaan kegiatan bulanan/caturwulan/akhir tahun
• Rekapitulasi SPJp
• Rekapitulasi fisik dan keuangan

• Kabupaten Kuningan 
• Kabupaten Depok

yang menyampaikan laporan tepat waktu bulan April 2008:

• Kabupaten Indramayu
• Kabupaten Ciamis
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• PBP/PAP
• Road map
• Dokumen Pelaksanaan (DP) 2008
• Jadwal kegiatan

Kabupaten/Kota yang telah menyampaikan dokumen :

• Rencana operasional kegiatan (ROK)
• Juklak/juknis 

Adalah  :
• Kota Bekasi
• Kabupaten Kuningan
• Kabupaten Karawang
• Kota Depokp
• Kabupaten Sumedang

• SPP Tahap I
Kabupaten/Kota yang telah menyampaikan dokumen :

Adalah  :

• Kabupaten Sukabumi : Tangggal 11 April 2008 sudah Transfer 
ke Kas Daerah

• Kabupaten Sumedang, Kuningan, Karawang : Tanggal 16 April 2008
sudah masuk ke Kas Provinsi  

• Kota Bekasi dengan Kota Depok sudah tahap SPP dalam tahap SP2D
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Kabupaten/Kota yang telah menyampaikan buku survey 
IPM adalah :

K t T ik l

Batch I Batch II
• Kota Depok• Kota Tasikmalaya

• Kota Ciamis
• Kabupaten Cianjur
• Kabupaten Tasikmalaya
• Kabupaten Subang
• Kota Cirebon
• Kabupaten Bandung

• Kota Depok
• Kabupaten Sukabumi
• Kota Bekasi
• Kabupaten Karawang
• Kabupaten Kuningan

Tim Tenaga Ahli (paling lambat tanggal 10 setiap bulan)

• Laporan monev bulanan/caturwulan/akhir tahun
• Rencana kegiatan
• Rekomendasi

• Kabupaten Kuningan 
• Kabupaten Karawang

yang menyampaikan laporan tepat waktu bulan April 2008:
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• Rekapitulasi  Realisasi Keuangan dan Fisik 
s/d Akhir Bulan Desember 2007

• Rekapitulasi hasil costing untuk Batch II
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KOMITMEN DANA APBD II UNTUK KEBERLANJUTAN PPK-IPM TAHUN ANGGARAN 2008 KAB/KOTA BATCH. I

NO KABUPATEN/KOTA MANAJEMEN SATLAK PROGRAM DAN 
KEGIATAN JUMLAH

1 2 3 4 5
KLUSTER I

1 KOTA CIREBON Rp 210.000.000,00 Rp              7.369.614.550 Rp     7.579.614.550,00 
2 KOTA SUKABUMI Rp 440.175.023,00 Rp            463.824.977,00 Rp        904.000.000,00 
3 KAB CIAMIS R 500 000 000 R 8 986 919 139 R 9 486 919 139 003 KAB. CIAMIS Rp 500.000.000 Rp              8.986.919.139 Rp     9.486.919.139,00 

KLUSTER II
1 KAB. TASIKMALAYA Rp               500.000.000 Rp              7.433.800.000 Rp     7.933.800.000,00 
2 KAB. BANDUNG Rp               500.000.000 Rp 6.780.970.000 Rp     7.280.970.000,00 
3 KAB. CIANJUR Rp               800.000.000 Rp 10.000.000.000 Rp   10.800.000.000,00 

4 KOTA TASIKMALAYA Rp               200.000.000 Rp 3.200.080.000 Rp     3.400.080.000,00 
5 KAB. SUBANG Rp               427.220.526 - Rp       427.220.526,00 

KLUSTER III
1 KAB INDRAMAYU R 5 991 000 000 00 R 9 641 405 700 R 15 632 405 700 001 KAB. INDRAMAYU Rp       5.991.000.000,00 Rp              9.641.405.700 Rp 15.632.405.700,00 

JUMLAH Rp       9.568.395.549,00 Rp        53.876.614.366,00 Rp 63.445.009.915,00 

Untuk Menjadi Perhatian

K d YthKepada Yth.
1. Satlak Kabupaten/Kota (tiap tanggal 10)
2. Tim Monev Kabupaten/Kota (tiap tanggal 5)
3. Tenaga Ahli (tiap tanggal 10)
dimohon untuk menyampaikan laporan tiap 
bulannya sesuai dengan waktu yang telah 
ditentukan dalam Peraturan Gubernurditentukan dalam Peraturan Gubernur
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Untuk Menjadi Perhatian

Untuk meminimumkan Penyebaran virus, 
bahan – bahan paparan telah dikirim ke 

email aktif masing – masing contact 
person 15 kabupaten/kota
dan dapat dilihat melalui 

ppkipmjabar.wordpress.com

Ringkasan Hasil Audit Bawasda di 
Kab/Kota Penerima Dana PPK-IPM
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I. Pengadaan Barang dan Jasa:
Hasil review Bawasda

• Kurangnya pemahaman dan 
penguasaan PJP, PPTK , Bendahara, 
Panitia Pengadaan Barang / Jasa 
serta Tim Pemeriksa Barang /Jasa

Rekomendasi Bawasda untuk 
Ketua Satlak Kab/kota agar:

• Membenahi kinerja internal seluruh
jajaran Satlak PPK-IPM, Tim Monev
termasuk Tenaga Ahli Penuh Waktu, 
Panitia Pengadaan Barang/Jasa serta
Ti P ik B /j t tserta Tim Pemeriksa Barang /Jasa 

terhadap Kepres no. 80, sehingga 
terjadi beberapa hal sbb:
– PJP/KPA tidak menunjuk/menetapkan 

pejabat/panitia pengadaan barang/jasa 
dan panitia pemeriksa barang/jasa.

– Perjanjian tidak tandatangani oleh PJP 
selaku KPA  melainkan oleh PPTK.

– Paket barang/jasa pelelangan umum 

Tim Pemeriksa Barang/jasa terutama
terhadap ketentuan peraturan Kepres
No. 80 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang /Jasa.

• Menindaklanjuti dengan segera semua
hasil temuan Bawasda Provinsi Jawa
Barat untuk optimalisasi pelaksanaan
akselerasi peningkatan IPM di Kab/Kota 
sehingga mampu mendongkrak capaian
target IPM pada tahun 2008.

• Melakukan pengawasan internal secara
berkala baik mingguan ataupun bulanan
k d PJP PPTK B d h T

g j p g
dilakukan secara penunjukan langsung 
dengan pemecahan paket. 

– Kurang cermatnya penyusunan HPS 
sehingga tidak tersedia acuan dalam 
menilai kewajaran harga penawaran, 
menetapkan nilai jaminan pelaksanaan, 
dan negosiasi harga  dll. 

– Kurang rincinya pembuatan KAK.

kepada PJP, PPTK, Bendahara, Tenaga
Ahli dan Tim Monev melalui rapat
koordinasi internal Satlak Kab/Kota untuk
memantau pelaksanaan PPK-IPM di
Kab/Kota masing-masing.

I. Pengadaan Barang dan Jasa:
Hasil review Bawasda

• Lemahnya pengawasan terhadap 
proses pengadaan barang dan 
jasa sehingga terjadi:

Rekomendasi Bawasda untuk 
Ketua Satlak Kab/kota agar:

• Membenahi kinerja internal seluruh
jajaran Satlak PPK-IPM, Tim Monev
termasuk Tenaga Ahli Penuh Waktu, 
Panitia Pengadaan Barang/Jasa serta
Ti P ik B /j t t– Perbedaan spesifikasi barang antara  

dokumen kontrak dengan  realisasi 
yang berdampak pada tidak 
tercapainya output program dan 
kegiatan PPK-IPM di Kab/Kota.

– Kelebihan pembayaran kepada pihak 
penyedia barang/jasa.

– Tidak lengkapnya persyaratan 
administrasi pihak penyedia 

Tim Pemeriksa Barang/jasa terutama
terhadap ketentuan peraturan Kepres
No. 80 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang /Jasa.

• Menindaklanjuti dengan segera semua
hasil temuan Bawasda Provinsi Jawa
Barat untuk optimalisasi pelaksanaan
akselerasi peningkatan IPM di Kab/Kota 
sehingga mampu mendongkrak capaian
target IPM pada tahun 2008.

• Melakukan pengawasan internal secara
berkala baik mingguan ataupun bulanan
k d PJP PPTK B d h T

p p y
barang/jasa seperti Surat Referensi 
Keterangan Bank, Keterangan 
kompetensi dan kualifikasi perusahaan, 
kartu tanda anggota biasa dari Kadin  
yang habis masa berlakunya, serta 
tidak dilampirkannya bukti-bukti pajak 
dan Fakta Integritas.

kepada PJP, PPTK, Bendahara, Tenaga
Ahli dan Tim Monev melalui rapat
koordinasi internal Satlak Kab/Kota untuk
memantau pelaksanaan PPK-IPM di
Kab/Kota masing-masing.
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II.  Administrasi Penatausahaan dan Pertanggungjawaban 
Keuangan:

Hasil review Bawasda

• Kurangnya pemahaman dan penguasaan PJP,PPTK dan
Bendaharawan terhadap: Pergub No. 5 Tahun 2007 khususnya tentang
Standar Biaya Belanja (Pasal 17) dan ketentuan Ketua Satlak PPK-IPM
Provinsi Jawa Barat No 900/Kep 179-Dalprog/2007 dan perubahannyaProvinsi Jawa Barat No. 900/Kep.179-Dalprog/2007 dan perubahannya
tentang Penatausahaan dan Pertanggungjawaban PPK-IPM oleh PJP,
PPTK dan Bendahara sehingga mengakibatkan terdapat temuan
administratif. Contoh:

• adanya kelebihan pembayaran terhadap honor yang tidak sesuai
dengan Keputusan Bupati/Walikota.

• tidak ditandatanganinya bukti SPJ pembayaran oleh PJP serta
tidak dilengkapinya Surat Keputusantidak dilengkapinya Surat Keputusan.

• belum adanya dokumen Berita Acara Serah Terima Barang dari
PJP kepada Kelompok Sasaran.

• tidak lengkapnya register giro/cek, SPJ dan buku-buku pembantu
(Buku Bank, Buku Panjar dll).

II.  Administrasi Penatausahaan dan Pertanggungjawaban 
Keuangan:

Hasil review Bawasda

• Kurangnya kedisiplinan para PJP,
PPTK dan Bendahara dalam
menyampaikan laporan dan

Rekomendasi dari Bawasda 
untuk Ketua Satlak Kab/Kota

• Membenahi kinerja internal seluruh 
jajaran Satlak PPK-IPM, Tim Monev 
termasuk Tenaga Ahli Penuh Waktu,

pertanggungjawaban keuangan
bulanan sesuai Pergub sehingga
mengakibatkan terlambatnya
pelaporan ke Satlak PPK-IPM
Provinsi.

• Perguliran stimulan uang yang
dilakukan melalui mekanisme
perbankan/lembaga keuangan

termasuk Tenaga Ahli Penuh Waktu, 
Panitia Pengadaan Barang/Jasa 
serta  Tim Pemeriksa Barang/Jasa 
terutama terhadap ketentuan 
peraturan Pergub No.  5 Tahun 2007 
dan Perubahannya .

• Membenahi kinerja internal seluruh 
jajaran Satlak PPK-IPM, Tim Monev 
termasuk Tenaga Ahli Penuh Waktu, perbankan/lembaga keuangan

pada tahun 2007 belum
sepenuhnya terserap oleh
kelompok sasaran karena
persyaratan administrasi.

g ,
Panitia Pengadaan Barang/Jasa 
serta  Tim Pemeriksa Barang/Jasa 
terutama terhadap ketentuan 
peraturan Keputusan Ketua Satlak 
PPK-IPM Provinsi Jawa Barat Nomor 
: 900/Kep.179-Dalprog/2007 dan 
perubahannya tentang 
Penatausahaan dan 
P t j b PPK IPM
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III. Monitoring dan 
Evaluasi:

Hasil Review Bawasda

• Lemahnya kendali tim monev
kab/kota dalam:

– memonitor kesesuaian antara perencanaan
dengan implementasi program (terutama

Rekomendasi dari Bawasda 
untuk Bupati/Walikota dan 
Ketua Tim Monev

• Melaksanakan konsolidasi,membenahi
serta merevitalisasi kinerja internal
seluruh Tim Monev untuk
mengoptimalkan fungsinya sebagai Tim
Sukses pelaksanaan PPK-IPM didengan implementasi program (terutama

pengelolaan aset). Contoh PJP dan PPTK
tidak mengetahui perkembangan perguliran
stimulan barang dan uang, belum
terpasangnya stimulan barang misalnya
unit jamban keluarga, unit sarana air
bersih, tidak berfungsinya mesin pabrikasi
serta kelebihan distribusi buku pelajaran
dan rapor kepada kelompok sasaran pada
bidang pendidikan.

– memberikan rekomendasi kepada PJP dan

Sukses pelaksanaan PPK-IPM di
Kab./Kota masing-masing sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam
Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun
2007 dan perubahannya terutama ayat 5
pasal 31 tentang fungsi Tim Monev
Kab/Kota.

• Tim Monev lebih diperankan secara aktif
untuk menjaga akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan PPK-IPM
untuk meningkatkan capaian target IPM
Kab/Kota yang bersangkutan sehinggaPPTK sehingga tidak ada sanksi tegas

terhadap penyimpangan di lapangan.
– mengontrol dan memantau pelaksanaan

pengadaan barang/jasa.

• Tidak optimalnya kinerja Tim Monev
Kab/Kota karena personil memiliki
kesibukan tinggi pada instansinya
masing-masing.

Kab/Kota yang bersangkutan sehingga
memiliki dampak yang singnifikan dalam
memberikan kontrinbusi peningkatan IPM
Provinsi Jawa Barat.

• Tim Monev agar dilibatkan dalam
memantau semua dari mulai proses
pengadaan barang dan jasa sampai
fungsionalnya stimulan barang yang
diterima oleh kelompok sasaran.


